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ABSTRAK 

 
Piutang Pajak merupakan piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Diakuinya 

piutang pajak apabila sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP), 

apabila sampai tanggal jatuh tempo belum diayar atau dilunasi maka timbul penagihan 

pajak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan 

Surat Paksa dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratam 

Pare. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi dengan sumber berupa data primer. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Tehknik analisis data yang 

digunakan adalah yang digunakan adalah campuran kualitatif dan kuantitatif secara berimbang. Hasil 

penelitian menujukkan bahwa efektifitas penagihan dalam meningkatkan penerimaan piutang 

pajak.dengan Surat Teguran pada tahun 2015, 2016 dan 2017 tergolong kurang efektif. Sedangkan 

dengan Surat Paksa Pada tahun 2015 tergolong efektif 2016 tergolong sangat efektif dan 2017 

tergolong efektif. Hal ini akan memberikan dapat positif terhadap peningkatan penerimaan negara. 

Untuk KPP Pratama Pare perlu mengadakan sosialisasi pajak sehingga diharpakan tunggakan pajak 

tiap tahunya dapat turun. 

 

 

KATA KUNCI  : Efektivitas, Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Piutang Pajak 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Indonesia saat ini sebagai 

negara yang sedang berkembang, 

terus melakukan pembangunan  

diberbagai bidang agar dapat 

menjadi negara yang maju dan 

mandiri. Seiring dengan 

meningkatnya arus globalisasi saat 

ini, pembangunan dari berbagai 

aspek sangat diperlukan guna 

mendukung peningkatan aktivitas 

perekonomian dan investasi, 

pengembangan sumber daya manusia 

yang handal, kemajuan teknologi 

yang kompetitif. Pembangunan 

nasional membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit. Sumber-sumber 
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penerimaan negara pada dasarnya 

dapat dikelompokkan menjadi 

delapan sektor yaitu pajak, kekayaan 

alam, bea dan cukai, retrebusi, iuran, 

sumbangan, laba dari Badan Usaha 

Milik Negara dan sumber-sumber 

lainnya Suandy (dalam Anjarsari 

2017:2398). 

Direktorat Jendral Pajak 

(DJP) merupakan salah satu 

organisasi sektor publik yang 

memiliki peran penting sebagai 

pemungut pajak di Indonesia. Pajak 

merupakan sumber pendapatan 

negara yang digunakan sebagai 

pembiayaan APBN. Dalam UU KUP 

No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pada 

beberapa tahun terakhir, penerimaan 

dari sektor fiskal mencapai 70% dari 

total penerimaan dalam APBN  

(www.kemenkeu.go.id/APBN2017). 

Berbagai kebijakan dalam 

bentuk ekstensifikasi dan 

intensifikasi telah dibuat pemerintah 

dalam rangka meningkatakan 

penerimaan negara dari sektor fiskal. 

Kebijakan tersebut berdampak pada 

masyarakat, dunia usaha, dan pihak-

pihak lain sebagai pembayar/ 

pemotong /pemungut pajak. 

Reformasi pajak dari official 

assesment system menjadi self 

assesment system. Self Assessment 

System merupakan cara mungut 

pajak yang memberi wewenang 

Wajib Pajak dalam menentukan 

sendiri jumlah pajak yang terhutang 

setiap tahunnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku, inisiatif 

serta kegiatan menghitung dan 

memungut pajak sepenuhnya berada 

ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak 

dianggap mampu menghitung pajak, 

memahami undang-undang 

perpajakan yang berlaku, 

mempunyai kejujuran yang tinggi, 

dan menyadari akan arti penting 

membayar pajak (Resmi 2016;11). 

Sesuai dengan prinsip self 

assesment system, Wajib Pajak 

mempunyai kewajiban untuk 

menghitung, menyetor dan 

melaporkan kewajiban 

perpajakannya. Produk akhir dari 

sistem ini adalah penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib 

Pajak. Dengan demikian, SPT 

http://www.kemenkeu.go.id/APBN2017
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merupakan sarana 

pertanggungjawaban sekaligus 

pelaporan kewajiban self assesment 

system. 

Peran serta masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya 

sebagai Wajib Pajak berdasarkan 

ketentuan perpajakan sangat 

diharapkan. Namun pada 

kenyataannya usaha untuk 

mengoptimalkan penerimaan negara 

dari sektor pajak sampai saat ini 

belum berjalan sesuai dengan 

harapan. Masih banyak Wajib Pajak 

yang lalai untuk membayar pajak 

bahkan tidak sedikit yang 

menghindari kewajiban tersebut. 

Menurut Stiglitz (dalam Febirana, 

2017:1170) bahwa prinsip utama 

penghindaran pajak (tax avoidence) 

dapat dibedakan menjadi tiga prinsip 

yaitu menunda pembayaran pajak 

(postponement of taxes), memilih 

tarif pajak yang rendah (different 

marjinal tax rate) dan merekayasa 

penghasilan menjadi berbagai jenis 

penghasilan yang memiliki tarif yang 

berbeda-beda (manipulation of 

different types of income that are 

taxed to different degrees). 

Dengan demikian, DJP tidak 

berkewajiban untuk menerbitkan 

Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan 

Surat Tagihan Pajak (STP) atas 

semua SPT yang dilaporkan Wajib 

Pajak. Penerbitan suatu SKP dan 

STP hanya terbatas kepada Wajib 

Pajak bila (1) dilakukan pemeriksaan 

pajak yang menemukan ketidak 

benaran dalam pengisian SPT atau 

karena ditemukanya data fiskal yang 

tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak, 

(2) Pembetulan SPT yang telah 

dilaporkan yang mengakibatkan 

jumlah pajak yang dibayar 

bertambah, (3) keterlambatan dalam 

pelaporan SPT, maka DJP 

berwenang menetapkan jumlah pajak 

yang terhutang semestinya. 

Setelah diterbitkannya SKP 

dan STP makan akan timbul piutang 

pajak. Timbulnya piutang pajak 

dalam self assestment system adalah 

secara formal yaitu pada saat Wajib 

Pajak melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor: PER – 02/PJ/2012, Piutang 

Pajak adalah piutang yang timbul 

atas pendapatan pajak sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang 

Perpajakan yang belum dilunasi 

sampai dengan akhir periode 

pelaporan. Piutang pajak bagi Negara 

adalah utang pajak bagi Wajib Pajak. 

Sedangkan menurut Peraturan 
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Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 

tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Pusat, Piutang 

Perpajakan adalah diakui bersamaan 

denan pengakuan terhadap 

pendapatan perpajakan. Untuk dapat 

diakui piutang pajak, maka harus 

dipenuhi kreteria (1) Telah 

diterbitkan Surat Ketetapan dan/atau 

(2) Telah diterbitkan surat penagihan 

dan telah dilaksanakan penagihanya. 

Salah satu upaya dalam 

meningktkan penerimaan negara 

adalah dengan melaksanakan 

tindakan penagihan pajak, dimana 

tindakan penagihan tersebut 

mempunyai kekuatan hukum 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2000 Pasal 1 angka 9 

Tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa. Tindakan penagihan 

pajak didasari oleh adanya Surat 

Tagihan Pajak (STP), Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT), Surat Keputusan 

Pembetulan, serta Surat Keputusan 

Keberatan dan Putusan Banding 

yang menyebabkan jumlah pajak 

yang harus dibayar bertambah. 

Setelah tujuh hari dari 

tanggal jatuh tempo penerbitan SKP 

dan STP Wajib Pajak belum 

melunasi atau membayar utang 

pajaknya, maka akan di laksanaan 

penagihan pajak dengan Surat 

Tegura yang berjangka waktu 21 hari 

untuk melunasi utang pajaknya. 

Apabila setelah 21 hari Wajib Pajak 

belum melunasi atau membayar 

pajaknya maka DJP akan 

mengeluarkan Surat Paksa. Surat 

Paksa ini merupakan dasar peran 

aktif fisku untuk melakukan 

penagihan. Hal paling penting untuk 

diperhatikan fiskus dalam penagihan 

pajak yaitu kewajiban perpajakan 

dianggap telah hilang atau gugur 

apabilah melewati daluwarsa pajak. 

Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan 

penagihan piutang pajak dilakukan 

dengan serangkaian tindakan agar 

penanggung pajak dapat melunasi 

utang pajak dan biaya penagihan 

pajak dengan melaksanakan 

penagihan pajak seketika dan 

sekaligus, memberitahukan surat 

paksa, mengusulkan pencegahan, 

melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, serta 

menjual barang yang telah disita. 
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Dari serangkaian tindakan 

penagihan aktif yang dilakukan 

petugas DJP untuk meningkatkan 

penerimaan piutang pajak, maka 

perlu dilakukan pengukuran 

efektivitas untuk menilai tingkat 

keberhasilan yang telah dicapai. 

Menurut Mardiasmo (2009;134) 

Efektivitas adalah ukuran berhasil 

tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Dimana apabila suatu 

organisasi berhasil mencapai tujuan, 

maka telah berjalan efektif. Hal yang 

perlu dicatat bahwa efektfitas tidak 

menyatakan tentang berapa besar 

biaya yang telah dikeluarkan untuk 

mencapai tujuan tersebut, efektivitas 

hanya melihat apakah suatu program 

atau kegiatan telah mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan masalah tersebut 

penulis tertarik mengangkat ke 

dalam penelitian yang berjudul 

”Analisis Efektivitas Tindakan 

Penagihan Aktif Dengan Surat 

Teguran, Surat Paksa Terhadap 

Peningkatkan Penerimaan Piutang 

Pajak  Di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pare Periode 2015-2017”. 

 

II. METODE  

A. Pendekatan Dan Jenis 

Penelitian 

1. Pendekatan 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan 

pendekatan kombinasi. 

2. Jenis Penelitian 

Teknik penelitian yang 

digunakan dalam penelitian 

ini adalah kombinasi 

campuran (Concurrent) 

dengan jenis campuran 

kualitatif dan kuantitatif 

secara berimbang 

(Concurrent Triangulation 

Strategy). 

B. Lokasi  Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di 

KPP Pratama Pare Kediri 

yang data diperoleh dari hasil 

wawancara dan data 

penagihan pajak 

2. Waktu 

Penelitian ini di laksanakan 

selama tiga bulan yaitu 

dimulai bualam Maret 2018 

sampai dengan bulan Mei 

2018 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Sumber data yang 

digunakan  dalam penelitian ini 

adalah berupa data primer, yaitu 

data yang diperoleh merupakan 
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data Wawancara, Surat Ketetapan 

Pajak, Penagihan Aktif dengan 

Surat Teguran, Surat Paksa dari 

KPP Pratama Pare dan data-data 

yang digunakan untuk 

mendukung hasil penelitian 

berasal dari literatur, artikel dan 

berbagai sumber lain yang 

berhubungan dengan masalah 

penelitian. 

Teknik pengumpulan data 

yang digunakan oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah (1) 

Wawancara, yaitu penggunaan 

teknik pengumpulan data dalam 

metode survey dengan 

menggunakan teknik tanya jawab 

secara lisan dan bertatap muka 

secara langsung dengan subjek 

penelitian; (2) Dokumentasi, 

yaitu mengumpulkan bahan-

bahan yang tertulis berupa data 

yang diperoleh dari tempat objek 

penelitian. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Sejarah KPP Pratama Pare 

Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pare dibentuk 

berdasarkan Keputusan 

Direktur Jendral Pajak Nomor: 

KEP-159/PJ/2008 tanggal 4 

September 2008 tentang 

penerapan organisasi 

Tatanan kerja dan saat 

mulai beroprasinya Kantor 

Wilayah Direktorat Jendral 

Pajak yang diantaranya adalah 

Kantor Wilayah Direktorat 

Jendral Pajak Jawa Timur III. 

Berdasarkan Keputusan 

Direktur Jendral Pajak tersebut 

maka ditetapkan bahawa 

Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pare mulai beroprasi 

sejak tanggal 8 Desember 

2008. 

B. Gambaran Umum Objek 

Penelitian 

Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pare adalah Instansi 

Pemerintah yang dibawahi 

Kemetrian Keuangan yang 

bertugas untuk mengumpulkan 

Penerimaan Negara dari sisi 

pajak. Berlokasi di Jalan 

Hasanudin no. 16 Kediri. 

Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pare membawai dua 

Kabupaten yang ada di wilayah 

Provinsi Jawa Timur dengan 

data sebagai berikut : 

Tabel 1 

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pare 

No Nama Lokasi Jenis 

KPP 

Wilayah Kerja 

Daerah 

Administrasi 

Pemerintah 

KP2KP 
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254 KPP 

Pratama 

Pare 

Kediri Pratama 1. Kabupat

en Kediri 

2. Kabupat

en 

Nganjuk 

Nganjuk 

Sumber: website Ortax 

C. Penagihan Pajak Dengan 

Surat Teguran Pada KPP 

Pratama Pare 

Penagihan piutang pajak 

dengan surat teguran merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh 

jurusita pajak terhadap Wajib 

Pajak Badan dengan 

menyampaikan Surat Tegur 

untuk melunasi atau membayar 

utang pajaknya. Penagihan 

tunggakan pajak dengan Surat 

Teguran pada KPP Pratama Pare 

menggunakan metode diskriptif 

kualitatif yaitu dengan 

membandingkan penagihan 

pajak dengan surat teguran pada 

tahun sebelumnya dengan tahun 

berikutnya. Berikut tabel 

penagihan pajak dengan Surat 

Teguran di KPP Pratama Pare 

tahun 2015, 2016 dan 2017. 

Tabel 2 

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran 

Wajib Pajak Badan 

 

Surat Tahun Surat (Lembar) 

2015 1342 

2016 1445 

2017 1641 

Sumber : Bagian Penagihan KPP 

Pratama Pare 

 

Berdasarkan tabel 2 

penagihan pajak dengan surat 

teguran pada umumnya setiap 

tahun mengalami kenaikan dimana 

pada tahun 2015 bagian penagihan 

telah menerbitkan 1.342 lembar 

kemudian pada tahun 2016 naik 

103 lembar menjadi 1445, 

kemudian tahun 2017 naik 196 

lembar menjadi 1.641 lembar. 

D. Penagihan Pajak Dengan 

Surat Paksa Pada KPP 

Pratama Pare 

Penagihan piutang pajak 

dengan Surat Paksa merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh 

jurusita pajak terhadap Wajib 

Pajak Badan dengan 

menyampaikan Surat Paksa 

untuk melunasi utang pajaknya. 

Penagihan tunggakan pajak 

dengan surat paksa pada KPP 

Pratama Pare menggunakan 

metode diskriptif yaitu dengan 

membandingkan penagihan 

pajak dengan surat teguran pada 

tahun sebelumnya dengan tahun 

berikutnya. Berikut tabel 

penagihan pajak dengan surat 

paksa di KPP Pratama Pare 

tahun 2015, 2016 dan 2017. 
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Tabel 3 

Penagihan Pajak Dengan Surat 

Paksa Wajib Pajak Badan 

 

Tahun Surat 

(Lembar) 

2015 724 

2016 743 

2017 786 

Sumber : Bagian Penagihan KPP 

Pratama Pare 

Berdasarkan tabel 3 

penagihan pajak dengan surat 

paksa pada umumnya setiap 

tahun mengalami kenaikan 

dimana pada tahun 2015 bagian 

penagihan telah menerbitkan 

724 lembar kemudian pada 

tahun 2016 naik 19 lembar 

menjadi 743, kemudian tahun 

2017 naik 43 lembar menjadi 

786 lembar. 

E. Pencairan Piutang Pajak 

Dengan Surat Teguran pada 

KPP Pratama Pare 

Pencairan Piutang pajak 

merupakan pelunasan utang 

pajak oleh Wajib Pajak yang 

belum melunasi utang pajaknya. 

Dengan pencairan utang pajak di 

KPP Pratama Pare akan 

meningkatkan penerimaan 

sehingga membantu pencapaian 

target penerimaan negara yang 

berasal dari pajak. 

 

 

 

Tabel 4 

Pencairan Piutang Pajak dengan Surat 

Teguran Wajib Pajak Badan 

 

Tahun Surat 

(Lembar) 

2015 667 

2016 740 

2017 845 

 

Dari data 4 dapat 

dijelasakan bahwa pencairan 

piutang pajak dengan surat 

teguran setiap tahun mengalami 

peningkatan. Pencairan piutang 

tahun 2015 sebanyak 667 

lembar, tahun 2016 sebanyak 

740 lembar, tahun 2017 

sebanyak 845 lembar. 

F. Pencairan Piutang Pajak 

Dengan Surat Paksa pada 

KPP Pratama Pare 

Pencairan Piutang pajak 

merupakan pelunasan utang 

pajak oleh Wajib Pajak yang 

belum melunasi utang pajaknya. 

Dengan pencairan utang pajak di 

KPP Pratama Pare akan 

meningkatkan penerimaan 

sehingga membantu pencapaian 

target penerimaan negara yang 

berasal dari pajak. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bagian Penagihan Pratama Pare 
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Tabel 5 

Pencairan Piutang Pajak dengan Surat 

Paksa Wajib Pajak Badan 

 

Tahun Surat 

(Lembar) 

2015 711 

2016 752 

2017 782 

Sumber : Bagian Penagihan 

Pratama Pare 

 

Dari data tabel 5 dapat 

dijelasakan bahwa pencairan 

piutang pajak dengan surat 

paksa setiap tahun mengalami 

kenaikan. Pencairan piutang 

tahun 2015 sebanyak  738  

lembar, tahun 2016 sebanyak 

779 lembar, tahun 2017 

sebanyak 806  lembar. 

G. Efektivitas Surat Teguran 

Efektivitas penagihan pajak 

dengan surat teguran pada KPP 

Pratama Pare 

Tabel 6 

Laporan Penagihan Pajak 

dengan Surat Teguran Wajib 

Pajak Badan 

 

Tahun 

Target Realisasi 

Efektivitas Surat 

(Lembar) 

Surat 

(Lembar) 

2015 1.342 667 49,70% 

2016 1.445 740 51,21% 

2017 1.641 845 51,50% 

Sumber: Bagian Penagihan data 

diolah 

Untuk mengetahui 

efektivitas dari penerbitan Surat 

Teguran, yaitu dengan rumus 

perbandingan antara jumlah 

pencairan piutang pajak dengan 

Surat Teguran diharpkan dapat 

melunasi utang pajaknya. 

Berdasarkan tabel diatas dilihat 

antara jumlah lembar yang 

diterbitkan dengan realisasi 

tertagih pada tahun 2015 sebesar 

49,70% tergolong tidak efektif, 

tahun 2016 sebesar 51,21% 

tergolong tidak efektif, tahun 

2017 sebesar 51,50% tergolong 

tidak efektif.  

H. Efektivitas Surat Paksa 

Efektivitas penagihan pajak 

dengan surat teguran pada KPP 

Pratama Pare 

Tabel 7 

Laporan Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa Wajib 

Pajak Badan 

 

Tahun 

Target Realisasi 

Efektivitas Surat 

(Lembar) 

Surat 

(Lembar) 

2015 724 711 99,20% 

2016 743 752 101,20% 

2017 786 782 99,50% 

Sumber: Bagian Penagihan data 

diolah 

Untuk mengetahui 

efektivitas dari penerbitan Surat 

Paksa, yaitu dengan rumus 

perbandingan antara jumlah 

pencairan piutang pajak dengan 

Surat Paksa diharpkan dapat 

melunasi utang pajaknya. 

Berdasarkan tabel diatas dilihat 

antara jumlah lembar yang 
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diterbitkan dengan realisasi 

tertagih pada tahun 2015 sebesar 

99,20% tergolong efektif karena 

hampir mendekati sempurna, 

tahun 2016 sebesar 101,20% 

tergolong sangat efektif hal ini 

karena adanya tambahan Surat 

Paksa dari tahun sebelumnya 

yang berhasil ditagih, tahun 

2017 sebesar 99,50%  tergolong 

efektif. 

IV. KESIMPULAN  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mencari tingkat Efektivitas Tindakan 

Penagihan Aktif Dengan Surat 

Teguran, Surat Paksa Terhadap 

Peningkatkan Penerimaan Piutang 

Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pare Periode 2015-2017. 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan yang telah diuraikan 

dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian 

tingkat efektivitas penagihan 

pajak dengan Surat Teguran 

terhadap Wajib Pajak Badan di 

tahun 2015 sebesar 49,70% 

sehingga tergolong kurang 

efektif. Pada tahun 2016 

mengalami peningkatan 

menjadi 51,21% tetapi masih 

tergolong kurang efektif dan 

Pada tahun 2017 juga 

mengalami peningkatan 

menjadi 51,50%. tergolong 

kurang efektif. Secara 

kesuluruhan dalam periode 

tersebut penerbitan Surat 

Teguran untuk Wajib Pajak 

Badan masih kurang efektif 

karenakan jumlah Surat 

Teguran yang diterbitkan lebih 

banyak dari pada yang tertagih 

2. Berdasarkan hasil penelitian 

tingkat efektivitas penagihan 

pajak dengan Surat Paksa 

terhadap Wajib Pajak Badan di 

tahun 2015 sebesar 99,20% 

tergolong efektif dan pada 

tahun 2016 mengalami 

peningkatan menjadi 101,20% 

tergolong sangat efektif 

kemudian pada tahun 2017 

mengalami penurunan menjadi 

99,50% tergolong efektif. 

Secara kesuluruhan dalam 

periode tersebut penerbitan 

Surat Paksa untuk Wajib Pajak 

Badan sudah efektif. 

3. Berdaskan hasil penelitian yang 

menjadi hambatan dalam 

penagihan pajak adanya 

perlawanan pasif berupa 

hambatan yang mempesulit 

pemungutan pajak, kurang 
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pahamnya Wajib Pajak 

mengenai tata cara perpajakan 

yang berlaku, melalaikan pajak 

seperti keberatan dengan 

tagihan pajak. 

V. PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian 

dan kesimpulan di atas, maka saran 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Wajib Pajak 

Diharpkan kepatuhannya 

dan kesadaran Wajib Pajak dalam 

membayar pajak. Sehingga tidak 

perlu adanya  tunggakan pajak 

yang besar di tiap tahunnya. 

2. Bagi Direktort Jendral Pajak 

Agar DJP melalui seksi 

Ekstensifikasi dan penyuluhan 

gencar melakukan sosialisasi 

mengenai cara perhitungan dan 

pelaporan pajak khususnya bagi 

wajib pajak yang baru terdaftar. 

Saran yang dapat diberikan 

dalam penelitian ini adalah KPP 

Pratama Pare hendaknya dapat 

memberikan sosialisasi terhadap 

Wajib Pajak tentang pentingnya 

membayar pajak serta 

meningkatkan kinerja setiap staf 

khususnya pada bagian 

penagihan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan menggunakan 

tahun penelitian terbaru sehingga 

dapat mengetahui perkembangan 

efektivitas penagihan pajak 

dalam meningkatkan penerimaan 

piutang pajak setiap tahunnya.di 

KPP Pratama Pare. 
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